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MOTTO

Apabila kepercayaan telah hilang lenyap, kehormatan telah musnah, maka
matilah orang itu.!

Whittier-

! https://amour1705.blogspot.com/p/kata.html, diakses pada hari Sabtu 9 Mei 2020. Pukul 14.10
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RINGKASAN

Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu unsur penting atau
pokok dalam sistem hukum nasional. Sebagai salah satu sistem, kaidah aturan yang
termuat di dalam semua peraturan perundang-undangan berpusat kepada konstitusi,
hal ini dikarenakan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Di Indonesia sendiri
kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dalam kekuasaan
kehakiman terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung sebagai cabang dari
peradilan biasa dan Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari peradilan konstitusi.

Kewenangan lain dari Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan
terhadap badan peradilan yang di bawahnya dalam menyelenggarakan kekuasaan
kehakiman. Selain itu MA memiliki kewenangan lainnya dimana telah dijelaskan
dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 yang isinya adalah Mahkamah Agung
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan
yang ada dibawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberi
olen Undang-Undang. Kewenangan lainnya disini bisa disebut sebagai sebuah
kewenangan dalam pembuatan suatu peraturan perundnag-undangan. Mengenai
produk peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung yaitu Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA). Kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-
undangan, dapat dilihat dari jenis dan hierarki mengenai aturan yang dibentuk dan
dijalankan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan. Dalam Pasal 7 tersebut mulai dari ayat (1) yang menjelaskan
hierarki dari Peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Kemudian
dilanjutkan ayat (2) yang mana menegaskan dari ayat sebelumnya mengenai
kekuatan hukumnya yang sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang
telah disebutkan. Akan tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 8 masih
menambahkan peraturan yang juga merupakan salah satu jenis Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia termasuk di dalamnya Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA).

Dalam ilmu hukum selalu mengkaitkan susunan hierarki peraturan perundang-
undangan dengan “Teori Penjenjangan” yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan
Nawiasky. Untuk mengetahui keabsahan dari suatu peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dilakukan pengujian
melalui lembaga yudikatif yang biasa disebut sebagai judicial review. Dalam hal
pengujian ini pun merupakan suatu kewenangan dari kekuasaan kehakiman yang
mana terdapat dalam UUD 1945, sehingga Mahkamah Agung sebagai salah satu
lembaga kekuasaan kehakiman menjadi peran penting dalam menjalankan keadilan
di dalam masyarakat. Krena dalam susunan hierarki peraturan perundang-undnagan
yang ada Perma merupakan peraturan yang kedudukannya dibawah Undnag-
Undang, maka dalam hal ini MA diperbolehikna untuk melakukan pengujian
Perma. Namun permasalahn yang perlu digaris bawahi, mengenai pengujian
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undang-undang dikenal dengan asas nemo judex in causa sua, yang mana hakim
dilarang menangani perkaran yang bersangkutan dengan dirinya.

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mnegetahui serta memahami
status hukum Perma dalam sistem peraturan perundang-undangan dan bagaimana
prosedur pengujian Perma apabila ada pihak yang dirugikan. Metode penelitian
yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Dengan menggunakan
pendekatan penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual . bahan
hukum yang digunakan adalah perundang-undangan yang relevan dengan
permasalahan dan bahan hukum sekunder diperoleh dari semua publikasi tentang
hukum meliputi buku, jurnal, dan internet.

Dari penelitian tersebut penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan, bahwa
mengenai kedudukan (posisi) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) jika sebagai
salah satu peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-
undangan Indonesia berada di bawah Undang-Undang dan sederajat dengan
Peraturan Pemerintah (PP). Namun apabila dilihat dari jenis peraturan yang
diterbitkan oleh Mahkamah Agung sendiri, Perma merupakan bukan bagian dari
peraturan perundang-undangan, melainkan bagian dari sebuah peraturan kebijakan.
Kesimpulan yang kedua, jika dilihat dari perspektif sistem ketatanegaraan di
Indonesia dalam hal negara Indonesia sebagai negara hukum yang mana
kesejahteraan berdasarkan cita Pancasila, maka lembaga yang berwenang dalam
melakukan pengujian Perma secara materiil adalah suatu lembaga negara tertentu
secara khusus yang hanya menangani masalah pengujian Peraturan Perundang-
undangan saja.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem ketatatanegaraan di Indonesia sampai saat ini telah melalui sejarah dan
perjalanan panjang yang tentunya hal tersebutlah yang menjadikannya menuju
Indonesia negara yang merdeka. Pada dasarnya semua orang menginginkan sebuah
negara yang memiliki aturan serta norma yang sejalan dengan kehidupan dalam
bermasyarakatnya. Berawal dari sana maka lahirlah sebuah falsafah negara yang
telah termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Mengenai konsep negara hukum pada dasarnya memang sudah menjadi
tombak di dalam kehidupan bernegara. Hal ini secara tidak langsung
memperlihatkan bahwa mengenai eksistensi Peraturan Perundang-Undangan
merupakan salah satu unsur yang fundamental bagi terlaksananya pemerintahan
suatu negara berdasarkan atas hukum.?

Pada dasarnya Peraturan Perundang-Undangan merupakan salah satu unsur
penting atau pokok dalam sistem hukum nasional. Sebagai salah satu sistem, kaidah
aturan yang termuat di dalam semua peraturan perundang-undangan berpusat
kepada konstitusi, hal ini dikarenakan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Peraturan
perundang-undangan yang dibawahnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan
yang diatasnya atau lebih tinggi, yang sesuai pada asas ‘“lex superior derogat legi
inferiori.”

Disisi lain masih ada unsur terpenting dalam menopang berdirinya sebuah
negara adalah pembatasan kekuasaan. Hal ini tentu dimaksudkan agar membatasi
kekuatan negara dalam memerintah dari suatu kemungkinan jika terjadi tindakan

yang sewenang-wenang. Kekuasaan yang besar memang sudah seharusnya dibatasi

2 Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, dan Asas-asas Umum
Pemerintahan yang Baik, Jakarta: Erlangga, 2010, him. 29

3 |cha Satriani, Skripsi: “Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung”, (Makassar:UNHAS, 2015),
him. 12
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dengan cara pemisahan keuasaan itu sendiri agar terciptanya ‘checks and balances’
yang saling mengimbangi satu sama lain.*

Di Indonesia sendiri memiliki sistem ketatanegaraan yang terbagi menjadi tiga
cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memang sudah
menerapkan prinsip checks and balances yang mana dalam hal ini memberikan
dampak baik kepada ketiga cabang kekuasaan untuk saling mengontrol satu sama
lain.> Untuk cabang kekuasaan yudikatif sendiri biasa kita sebut dengan badan
kekuasaan kehakiman yang bertugas dalam menyelenggarakan peradilan agar
hukum serta keadilan dapat ditegakkan. Sesuai pada Pasal 24 ayat (2) UUD NRI
1945, bahwa kekuasaan kehakiman ini dijalankan oleh sebuah Mahkamah Agung
dan badan yang berada dibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Maka
dalam kekuasaan kehakiman terbagi menjadi dua yaitu Mahkamah Agung sebagai
cabang dari peradilan biasa dan Mahkamah Konstitusi sebagai cabang dari
peradilan konstitusi.

Hal ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menjalankan atau sebagai
pelaksana dari kekuasaan kehakiman disamping bersama Mahkamah Konstitusi.
Kewenangan lain dari Mahkamah Agung termaktub dalam Pasal 32 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, bahwa Mahkamah
Agung juga melakukan pengawasan terhadap badan peradilan yang di bawahnya
dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman.

Jika melihat produk-produk hukum yang telah dibuat oleh Mahkamah Agung,
disisi lain tidak lupa bahwa disisi lain terdapat peraturan perundang-undangan yang
mengantur dan memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung dalam
kekuasaannya. Seperti halnya yang terdapat dalam Pasal 24A ayat (1) UUD NRI
1945 yang isinya adalah Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang-undangan yang ada dibawah undang-undang

dan mempunyai wewenang lainnya yang diberi oleh Undang-Undang?®.

4 Jimly Asshiddiqgie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
him. 125

5 Ibid, hlm 59

6 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
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Selain kewenangan yang telah disebutkan secara eksplisit dalam Undang-
Undang NRI 1945, terdapat kewenangan lainnya dari MA vyaitu melakukan
pengawasan terhadap penyelenggaran peradilan di semua lingkungan peradilan,
jika dilihat dari produk hukum yang dibentuk oleh MA dapat dikatakan bahwa
pembentukan PERMA berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang mana berkaitan
dengan fungsi dalam pasal tersebut undang-undang memberikaan kewenangannya
kepada MA untuk membentuk sebuah peraturan yang ditegaskan pada Pasal 79
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004
jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung yang
disebutkan: “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal
yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini.”

Menurut Jimly Asshiddigie, peraturan yang dibuat oleh Lembaga khusus
seperti Mahkamah Agung bisa dikatakan peraturan yang bersifat khusus (lex
speciallis), hal ini karena tunduk pada prinsip lex specialis derogate lex generalis.’
Untuk mengetahui kedudukan PERMA dalam sistem peraturan perundang-
undangan, dapat dilihat dari jenis dan hierarki mengenai aturan yang dibentuk dan
dijalankan seperti yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan® adalah sebagai berikut :

a. Undang-Undang Dasar Negara Rapublik Indonesia Tahun 1945;

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;

e. Peraturan Presiden;

7 Jimly Asshiddigie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
him. 278

8 Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam ketetapan hierarki peraturan ini terdapat
penambahan Ketentuan MPR yang menjadi salah satu bagian dari hierarki peraturan perundang-
undangan.
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f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Pasal 7 mulai dari ayat (1) yang menjelaskan hierarki dari Peraturan
Perundang-Undangan yang ada di Indonesia. Kemudian dilanjutkan ayat (2) yang
mana menegaskan dari ayat sebelumnya mengenai kekuatan hukumnya yang
sesuai dengan jenis Peraturan Perundang-Undangan yang telah disebutkan. Akan
tetapi dalam pasal selanjutnya yaitu Pasal 8 masih menambahkan peraturan yang
juga merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
termasuk di dalamnya Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). Dari bunyi Pasal 8
tersebut menyatakan bahwasannya peraturan yang dikeluarkan oleh salah satu
lembaga termasuk Mahkamah Agung diakui keberadaannya dan telah mempunyai
kekuatan hukum mengikat asal memenuhi syarat tertentu antara lain yang
disebutkan dalam Pasal 8 ayat (2) “diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi”
atau “dibentuk berdasarkan kewenangan”.

Dari uraian pada pasal-pasal tersebut diatas dapat dilihat bahwa memang
Peraturan Mahkamah Agung memang tidak termasuk ke dalam susunan hierarki
Peraturan Perundang-Undangan yang ada. Tentunya hal tersebut memiliki
beberapa alasan-alasan lain. Pertama, sudah dijelaskan di awal tadi bahwasannya
Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga yudikatif, yang telah diberi
wewenang bersifat atributif yang digunakan untuk membentuk suatu peraturan.
Kewenangan yang diberikan tersebut hanya dibatasi dalam pelaksanaan peradilan.®
Hal ini sesuai pada penjelasan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung.’® Maka dalam hal ini Mahkamah Agung tidak
diperkenankan memuat aturan yang bersifat mengikat kepada hak-hak masyarakat
sebagaimana peraturan dari Mahkamah Agung bukan bagian dari hierarki
Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia. Apabila ada salah

satu aturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung mengatur atau memuat mengenai

9 Nur Sholikin, “Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)”,
Rechtsvinding, 7-9 Februari 2017, him 2.
10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
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hak masyarakat maka peraturan yang dibuat telah melampaui apa yang telah
digariskan oleh Undang-Undang.

Kedua, seperti yang telah disebutkan tadi bahwa Peraturan Mahkamah Agung
hanya dalam lingkup peradilan, maka dinukil dari hukumonline dalam Peraturan
Mahkamah Agung berisi peraturan yang memuat dalam hal hukum acara®!, yaitu
memuat tata cara untuk memperlancar penyelenggaraan peradilan. Prof. Satjipto
Rahardjo berpendapat bahwa hukum acara adalah suatu aturan hukum, namun
dalam hal ini sulit untuk dikatakan bahwa hukum acara termasuk ke dalam norma
hukum. Sementara itu dalam kaitan ini semua jenis Peraturan Perundang-Undangan
adalah termasuk dalam norma hukum, oleh karena itu mengenai hal ini hukum acara
yang ada pada Mahkamah Agung tidak dapat dimasukkan dalam kategori hierarki
Peraturan Perundang-Undangan.*?

Ketiga, sudah disebutkan sebelumnya bahwa di dalam Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah
dijelaskan dalam Pasal 8 ayat (2) bahwa peraturan yang dibuat oleh Mahkamah
Agung diakui keberadaanya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang
sesuai yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan atau berdasarkan
kewenangan yang lebih tinggi.

Dalam ilmu hukum selalu mengkaitkan susunan hierarki peraturan perundang-
undangan dengan “Teori Penjenjangan” yang dikembangkan oleh Hans Kelsen dan
Nawiasky. Untuk mengetahui keabsahan dari suatu peraturan perundang-undangan
yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi bisa dilakukan pengujian
melalui lembaga yudikatif yang biasa disebut sebagai judicial review.'®

Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan telah dijelaskan bahwa pengertian dari Peraturan
Perundang-Undangan adalah peraturan yang tertulis yang memuat norma hukum

11 Kekuatan Hukum Produk-Produk Hukum MA (Perma, SEMA, Fatwa, SK KMA), dikutip dari
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-
perma--sema--fatwa--sk-kma/

12 satjipto Rahardjo, “llmu Hukum”, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, him

13 Dr. Taufiqurrahman Syahuri, Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementarian Hukum Dan HAM RI),
2014, him 12.



https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl6102/kekuatan-hukum-produk-produk-hukum-ma-perma--sema--fatwa--sk-kma/
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yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau
pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan
Perundang-Undangan.'*

Dalam hal pengujian ini pun merupakan suatu kewenangan dari kekuasaan
kehakiman yang mana terdapat dalam UUD 1945, sehingga Mahkamah Agung
sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman menjadi peran penting dalam
menjalankan keadilan di dalam masyarakat. Namun mengenai hal ini apakah sudah
ideal praktik yang saat ini dijalankan serta mekanisme-mekanismenya, mengingat
Peraturan Mahkamah Agung menjadi salah satu dari Peraturan Perundang-
undangan yang hierarkinya berada dibawah undang-undang yang memungkinkan
untuk dimohonkan hak uji materiil ke Mahkamah Agung. Dan di sisi lain yang juga
Mahkamah Konstitusi dapat menguji undang-undang terhadap Undang-Undang
Dasar, termasuk juga undang-undang yag bersangkutan dengan dirinya sendiri.
Bahkan bisa membatalkan Undang-Undang yang dapat membatasi
kewenangannya. Maka Mahkamah Agung pun diperbolehkan untuk melakukan
pengujian PERMA. Namun permasalahn yang perlu digaris bawahi, mengenai
pengujian undang-undang dikenal dengan asas nemo judex in causa sua,® yang

mana hakim dilarang menangani perkaran yang bersangkutan dengan dirinya.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan
dibahas adalah:
1. Bagaimana status hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam sistem peraturan
perundang-undangan?
2. Bagaimana prosedur pengujian Peraturan Mahkamah Agung apabila ada pihak

yang merasa dirugikan?

14 pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan
5 Dimana asas ini juga menjadi salah satu bagian dan berkaitan dengan Pasal 17 ayat (3) dan (5)
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
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1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum dari Peraturan Mahkamah
Agung di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengujian Peraturan Mahkamah
Agung apabila ada pihak yang merasa dirugikan atas dibentuknya Peraturan
Mahkamah Agung tertentu.

1.4 Metode Penelitian

Di dalam suatu karya ilmiah tentu sangat dibutuhkan tentang bagaimana cara
meneliti, menganalisis dan mengkaji suatu objek untuk didapatkan jawaban-
jawaban yang diperlukan. Selain itu dengan adanya metode penelitian juga bias
dikatakan bukti bahwa kebenaran yang di dapat bisa dipertanggungjawabkan.

Metode penelitian merupakan uraian mengenai tata cara dalam menjalankan
kegiatan dalam memperoleh hasil yang konkrit. Penelitian hukum merupakan suatu
proses untuk mendapatkan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-
doktrin hukum guna menjawab isu hukum.'® Maka untuk mendapatkan suatu karya
ilmiah yang sistematis yang sesuai dengan perkembangan saat ini digunakan
metode penelitian sebagai berikut:

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif
(Legal Research), yaitu penelitian yang fokus dalam mengkaji mengenai penerapan
kaidah maupun norma dalam hukum positif yang sedang berlaku.}” Dalam
penerapan tipe penelitian in dilakukan dengan melakukan kajian terhadap berbagai
macam aturan hukum formal seperti halnya undang-undang, literature yang bersifat
teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok

pembahasan.®

16 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2016,
him. 35

17 Jhonny lbrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Malang: Banyu Media), 2008,
him 29

18 peter Mahmud Marzuki, Ibid, him 29
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1.4.2 Pendekatan Penelitian
Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dimana dengan
adanya pendekatan tersebut, penulis akan mendapatkan informasi dari berbagai
aspek terkait isu yang sedang ada. Terdapat beberapa pendekatan di dalam
penelitian hukum, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus,
pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual. Dari
berbagai pendekatan penilitian tersebut, penulis menggunakan pendekatan
penelitian perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach).
Melalui pendekatan perundang-undangan penulis dapat menelaah undang-
undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu-isu hukum yang akan dibahas.
Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka suatu kesempatan bagi penulis
untuk mengetahui kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu
dengan peraturan perundang-undangan yang lain atau dengan regulasi yang lain.
Untuk pendekatan konseptual (conceptual approach) merupakan pendekatan
dengan cara mempelajari doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, konsep-konsep
hukum serta asas-asas hukum yang revelan dengan isu hukum yang dibahas.
Pemahaman mengenai pandangan tersebut serta doktrin-doktrin tersebut
merupakan salah satu sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi

untuk memecahkan isu yang dihadapi. *°

1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan sebagai memecahkan isu hukum maka
diperlukanlah sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian hukum sumber-sumber
hukum dibedakan menjadi tiga yaitu sumber penelitian yang berupa bahan hukum
primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan hukum yang
dogunakan dalam penelitiasn skripsi ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder dan bahan non hukum.

19 peter Mahmud Marzuki, Ibid, him 177


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

3.4.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif,
yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-
undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-
undangan dan putusan hakim.?® Bahan hukum primer yang digunakan dalam
penelitian skripsi ini adalah Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945;

2. Undang-Undang 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan yang sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Perma Nomor 1 Tahun 2011 perubahan ketiga atas Perma Nomor 1 Tahun 2004
perubahan kedua atas Perma Nomor 1 Tahun 1999 atas perubahan Perma Nomor
1 Tahun 1993 tentang Hak Uji Materil.

3.4.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan publikasi mengenai hukum yang bukan
dokumen resmi. Meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan pendapat-

pendapat atas putusan pengadilan.?* Selain itu bahan hukum sekunder juga bias di

dapat dari internet yang tentunya dengan sumber yang berhubungan dengan isu

hukum yang dikaji.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah
menggunakan analisis deduktif, yaitu suatu cara berpikir dengan melihat
permasalahan secara umum terlebih dahulu sampai dengan pada hal-hal yang

besifat khusus untuk mencapai maksud yang sebenarnya. Dalam menganalisa

20 Ibid, him 181.
2L Ibid, him 155.


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

10

bahan hukum juga terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan untuk diperoleh

jawaban atas permasalahan, yaitu:?2

1.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan
untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;

Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan Non hukum yang pandang
mempunyai relevansi;

Melakukan telah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang
telah dikumpulkan;

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
dan

Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam
kesimpulan.

Kemudian dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan dengan menggunakan

metode deduktif sehingga akan mendapat pemahaman serta hasil penelitian yang

dapat diterapkan terkait permasalahan yang akan dibahas.

22 Ibid, him 213.
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BAB |1

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekuasaan Kehakiman
2.1.1 Independensi Kekuasaan Kehakiman

Dengan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum, tentunya harus dapat
dibuktikan dengan adanya lembaga-lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman.
Mengenai lembaga kekuasaan kehakiman memiliki ruang lingkup yang mencakup
kekuasaan negara yang merdeka sebagai bentuk dari penyelenggaraan peradilan
yang mana sebagai bentuk dari penegakan hukum serta keadilan yang berdasarkan
dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 demi mencapai negara hukum di Indonesia. Independensi kekuasaan
kehakiman secara tak langsung menjadi kunci dalam implementasi terwujudnya
negara hukum, tanpa kehadiran kekuasaan kehakiman yang independen, dalam
menggapai cita-cita sebagai negara hukum tidak akan terwujud dalam bernegara.?

Dalam hal penyelenggaraan kekuasaan kehakiman diserahkan kepada badan-
badan yang berwenang dalam peradilan dan yang telah ditetapkan dengan Undang-
Undang, dengan memiliki tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili
serta menyelesaikan setiap perkara yang telah diajukan. Menurut Jimly
Asshiddigie, peradilan yang bebas dan tidak memihak (independent and impartial
judiciary) merupakan salah satu prinsip penting dalam menopang kehidupan negara
yang modern. Sebagai salah satu konsekuensi dari prinsip ini, maka hakim dalam
menjalankan tugas yudisialnya tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun dari luar,
termasuk karena adanya kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan materi

(ekonomi).?*

2 Rony Sulistyanto Luhukay, Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-
Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di
Indonesia, Jurisprudentie, Vol. 6, No. 1, Juni 2019, him 136.

24 Jimly Asshiddiqie, “Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia”, Jakarta: Sinar Grafika, 2010,
him. 126

11
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Salah satu prinsip sebagai negara hukum adalah dengan adanya jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagai penegakan hukum
serta keadilan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa
kekuasaan  kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan
kehakiman yang mandiri dalam hal ini memiliki arti independen yang ditegaskan
pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sebagai berikut:
1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama,lingkungan peradilan Militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

Apabila hal ini diteliti lebih lanjut mengenai kekuasaan kehakiman yang
merdeka dalam arti independen, yang terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya,
maka dijabarkan penegasannya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman maupun dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14
Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung junto Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985
tentang Mahkamah Agung, yaitu:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Pelaksanaan hukum, mengenai penegakan rule of law, merupakan syarat
mutlak bagi berdirinya sebuah negara yang demokrasi. Dalam hal ini terdapat 6

(enam) syarat dasar guna terselenggaranya pemerintah yang demokratis yang
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berada dibawah rule of Law, yaitu: Perlindungan Konstitusional, peradilan atau
badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, Pemilihan Umum yang bebas,
kebebasan dalam hal menyatakan pendapat, kebebasan berorganisasi dan
beroposisi, serta pendidikan kewarganegaraan.?® Dari syarat-syarat tersebut secara
langsung dikatakan apabila independensi Kekuasaan Kehakiman merupakan salah
satu pilar penting, yang mana apabila komponen tersebut tidak ada maka tidak bisa
lagi membahas lebih lanjut mengenai Negara Hukum.

Berbagai persoalan yang membelit kekuasaan kehakiman menjadi salah satu
agenda penting saat-saat reformasi. Sehingga terjadinya perubahan pada UUD
1945, Pasal-pasal yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman mengalami
perubahan yang cukup signifikan dalam kurun beberapa waktu. Berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman ini, paling tidak terdapat 4 (empat) perubahan penting dalam
UUD 1945 Pasca Amandemen.?

Independensi kekuasaan kehakiman dalam hal ini setidaknya memiliki dua
aspek penting yaitu: independensi kekuasaan kehakiman yang berarti independensi
institusional dalam istilah lain disebut juga dengan independensi eksternal atau
independensi kolektif, dan yang kedua independensi kekuasaan kehakiman yang di
dalamnya meliputi juga independensi individual atau independensi internal atau
independensi  fungsional atau independensi normatif. Mengenai independensi
individual di dalamnya meletakkan hakim sebagai titik pusat dari seluruh
pengertian independensi itu sendiri yang bermakna kebebasan dari segala pengaruh
dari luar, apapun bentuknya. Sedangkan mengenai independensi substantif lebih
kepada peran hakim dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dalam memutus

sebuah perkara.?’

25 M. Syahrul Borman, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dari Pengaruh Kekuasaan Di
Indonesia, Vol. 1, No. 1, 2017, him 2.

% |bjd, him 5.

27 Nur Agus Susanto, Independensi Kekuasaan Kehakiman Dan Efektivitas Sanksi Untuk Kasus
Hakim Penerima Suap, Jurnal Judisial, Vol. IV, No. 1, April 2011, him 35.
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2.1.2 Pelaksana Kekuasaan Kehakiman

Mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia dapat dibagi
menjadi dua periode, yakni periode sebelum amandemen UUD 1945 dan setelah
amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen berdasarkan Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh
4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu:?®
1. Peradilan Umum;

2. Peradilan Agama;
3. Peradilan Militer; dan
4. Peradilan Tata Usaha Nagara.

Dalam Peradilan Umum meliputi Pengadilan Negeri (tingkat pertama) dan
Pengadilan Tinggi (tingkat banding). Sedangkan peradilan Agama di dalamnya
meliputi Peradilan Agama dan peradilan Tinggi Agama. Kemudian untuk Peradilan
Militer meliputi Mahkamah Militer dan Mahkamah Militer tinggi. Untuk Peradilan
Tata Usaha Negara meliputi Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara. Namun selain dari keempat peradilan tersebut terdapat satu
lembaga yang memutus perkara pada tingkat kasasi yaitu Mahakamah Agung.

Setelah terjadinya perubahan pada UUD 1945 susunan kekuasaan kenegaraan
terjadi perubahan yang fundamental. Bahkan pada ssat itu pula Majelis
Permusyawaratan Rakyat berubah kedudukannya dari lembaga tertinggi menjadi
lembaga join session diantara Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan
Daerah. Selain itu juga terjadinya perubahan menjadikan beberapa Lembaga baru
muncul seperti Mahkamah Konstitusi, Komisis Pemilihan Umum, Bank Indonesia
dan Komisi Yudisial.?

Untuk selanjutnya terjadi pula perubahan dan perkembangan pada sistem
kekuasaan kehakiman di Indonesia yang mana termuat di dalam BAB IX tentang
Kekuasaan Kehakiman Pasal 24, Pasal 24A, pasal 24B, Pasal 24C dan Pasal 25.

Berdasarakan beberapa pasal tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang

28 Rachmani Puspitadewi, Sekelumit Cacatan Tentang Perkembangan Kekuasaan Kehakiman Di
Indonesia, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vo. 24, No. 1, Januari 2006, him 6.

2 Ahmad Edi Subiyanto, Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan UUD
1945, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, him. 664.
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semula sebelum perubahan dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan
Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Dan Peradilan Tata Usaha Negara
yang mana Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertingginya berubah menjadi
kekuasaan kehakiman yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
Peradilan Yang Berada Dibawahnya Dalam Lingkungan Peradilan Umum,
Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah
pelaksana kekuasaan kehakiman yang baru atau Mahakmah Konstitusi.*

Setelah mengalami perubahan tersebut Lembaga kekuasaan kehakiman
dalam susunan menurut UUD 1945 ditempatkan pada kekuasaan yang mandiri
bebas dari campur tangan pihak lain atau kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada
susunan kekuasaan kehakiman yang baru, yang mana kekuasaan kehakiman
dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, badan peradilan lain yang berada dibawah
Mahkamah Agung, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Pradilan Militer,
Peradilan Tata Usaha Negara dan tambahan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang
selanjutnya untuk perekrutan hakim agung yang sudah professional dan mempunyai
kemampuan yang berintegritas dalam profesinya sebagai salah satu penegak hukum
terdapat lemabag khusus yang memang memiliki tugas dalam perekrutan calon-
calon hakim agung yaitu Komisi Yudisial.>

Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya bahwa Kekuasaan Kehakiman
yang mandiri serta merdeka menjadikan salah satu syarat pada sebuah negara
apabila menyatakan bahwa dirinya adalah negara hukum. Mengenai hal ini
dinyatakan kekuasaan kehakiman yang mandiri dan merdeka merupakan hasil dari
salah perubahan UUD 1945 yang termaktub di dalam Pasal 24 yang setelah
perubahannya, berbunyi:

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

30 pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

31 pasal 24B ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Komisi Yudisial bersifat mandiri yang
berwenang mengusulkan pengangkatan hakum agung dan mempunyai wewenang lain dalam
rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.”
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(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum,
lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan
peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) Badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman
diatur dalam undang-undang.

Pasal inilah yang menjadikan landasan dalam hal independensi kekuasaan
kehakiman yang merdeka dan mandiri. Merdeka dalam hal ini memiliki makna
yang mana Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan
kehakiman seperti yang telah disebutkan sebelumnya pada pasal 24 ayat (2) dalam
menjalankan fungsinya sepenuhnya dan terlepas dari kekuasaan lain dan mandiri
yang mana memiliki arti kedua Lembaga tersebut bebas dan memiliki kuasa penuh
dalam mengatur urusan dalam rumah tangganya sendiri. Dalam hal ini Komisi
Yudisial bukan termasuk dalam Lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman, hal ini
menjadikan Komisi Yudisial disebut menjadi Lembaga ekstra-yudisial.*?

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bagir Manan, kekuasaan kehakiman yang
merdeka bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu dan
membatasi kewenangan pemerintah agar tidak melampaui apa yang ditentukan oleh
undang-undang, namun karena hal ini juga merupakan salah satu tujuan
pelaksanaan dari ketentuan UUD yang menjamin kebebasan individu, serta juga
sebagai salah satu aksi pencegahan tindakan pemerintah yang mungkin sewenang-
wenang dalam menjalankan negara. Untuk itu kekuasaan kehakiman menjadikan
satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dari pelaksanaan sistem yang telah
terkandung di dalam UUD 1945 dan sebagai salah satu pemenuhan nilai yang

dijunjung oleh dunia internasional >

32 Ahmad Edi Subiyanto, “Mendesain Kewenangan Kekuasaan Kehakiman Setelah Perubahan
UUD 19457, Jurnal Konstitusi, Vol. 9, No. 4, Desember 2012, him 666.
33 Ibid, hlm 667.
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2.2 Mahkamah Agung

2.2.1 Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan puncak tertinggi dari lembaga peradilan yang
ada di Indonesia disamping bersama Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung
sendiri memiliki struktur peradilan yang vertical dan horizontal yang memimpin
semua lingkungan peradilan yang berada dibawahnya yaitu lingkungan peradilan
umum, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan militer,
lingkungan peradilan agama. Menurut Jimly Asshiddigie, Mahkamah Agung dapat
digambarkan sebagai puncak peradilan yang berkaitan dengan tuntutan perjuangan
keadilan bagi orang per orang ataupun subjek hukum lainnya.3*

Dalam UUD 1945 sebelum adanya perubahan dikatakan bahwa Mahkamah
Agung adalah satu-satunya pelaksana kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan
badan peradilan lain disamping sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi.
Namun setelah adanya amandemen ketiga UUD NRI 1945, Mahkamah Agung
bukan lagi menjadi satu-satunya pelaksan kekuasaan kehakiman dengan
didirikannya Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung pada hakikatnya adalah
‘court of justice’, sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah ‘court of law’. Yang satu
mengadili ketidakadilan untuk mewujudkan keadilan, sedangkan yang kedua
mengadili sistem hukum dan sistem keadilan itu sendiri.*®

Mengenai kewenangan Mahkamah Agung sudah tercantum di dalam Pasal
24A ayat (1) UUD 1945, yang berisi:

a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat
terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah
Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain;

b. menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang; dan

c. kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang.

34 Muhammad Ishar Helmi, “Penyelesaian Satu Atap Perkara Judicial Review Di Mahkamah
Konstitusi”, Vol. 6, No. 1, 2019, him 102
35 Ibid, him 106.
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Untuk tugas dan fungsi lain dari Mahkamah Agung adalah sebagai berikut :*

1. Fungsi Peradilan

a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan
pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan
hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali menjaga agar semua
hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara R1 diterapkan secara adil,
tepat dan benar.

b. Selain tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang
memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir:

I. Semua sengketa tentang kewenangan mengadili;

ii. Permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap (pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-Undang Mahkamah
Agung No. 14 Tahun 1985);

Iii. Semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya
oleh kapal perang republik indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (pasal
33 dan pasal 78 Undang-Undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

c. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan ialah hak uji materiil, yaitu wewenang
menguji/menilai secara materiil peraturan perundangan dibawah Undang-
undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya (materinya)
bertentangan dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi (Pasal 31 Undang-
Undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

2. Fungsi Pengawasan
a. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya

peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang
dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan
wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan
biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan
memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan
Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).

36 Dikutip dari https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi, diakses pada hari
Sabtu, 2 November 2019, pukul 13.26 wib
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b. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan:
I. Terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan
perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan
dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal
menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang
diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang
bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran
dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal
32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).
ii. Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut
peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun
1985).

3. Fungsi Mengatur

a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi
kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum
cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai
pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang
diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-
undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985).

b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana
dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur Undang-
undang.

4. Fungsi Nasehat

a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-
pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain
(Pasal 37 Undang-undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala
Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-
undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan
Pertama Undang-undang Dasar Negara Rl Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1),

Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan
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kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun
demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi
sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur
pelaksanaannya.

b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi
petunjuk kepada pengadilan disemua lingkunga peradilan dalam rangka
pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-
undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Fungsi Administratif

a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10
Ayat (1) Undang-undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris,
administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah
Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-
undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan
Mahkamah Agung.

b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab,
susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-undang
No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.14 Tahun
1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).

6. Fungsi Lain-lain

Selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta
menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, berdasar Pasal 2 ayat (2)
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 serta Pasal 38 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1985, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain

berdasarkan Undang-undang.

2.2.2 Peraturan Mahkamah Agung
Peraturan Mahkamah Agung dibuat oleh Mahkamah Agung sendiri sebagai

pengisi kekurangan dan kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur
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dalam undang-undang,®” yang mengikat secara umum dan memiliki kekuatan
hukum tetap. Hal ini sudah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004
bahwa penempatan Peraturan Mahkamah Agung sebagai salah satu jenis peraturan
Perundang-Undangan yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih
tinggi dan menempatkan kedudukan PERMA berada diluar hierarki Peraturan
Perundang-Undangan di Indonesia.®

Namun demikian pengaturan dalam PERMA sendiri memuat materi yang
bersifat substantial. Yang mana kedudukannya untuk mengisi kekosongan hukum
yang ada. Kewenangannya dalam hal ini termasuk dalam kewenangan atribusi
namun memiliki hak yang melekat secara kelembagaan terhadap Mahkamah
Agung. Pembentuk dan pelaksana dari peraturan ini merupakan lembaga yang
sama, hal ini dikarenakan PERMA memiliki ruang lingkup yang berhubungan
dengan hukum acara. Maka Mahkamah Agung juga memiliki wewenang untuk
menguji peraturan tersebut. Kemudian dilihat dari adanya kekosongan hukum, hal
ini terjadi karena tidak adanya produk undang-undang yang mengatur suatu hal
tertentu. Penggunaan dari peraturan ini memang efektif apabila suatu permasalahan
membutuhkan produk hukum dalam waktu singkat. Mengingat dalam pembentukan
undang-undang sendiri memakan waktu yang tidak sedikit. Dengan adanya hal
inilah PERMA merupakan salah satu peraturan hukum yang diakui dalam system
peradilan serta sistem peraturan perundang-undangan. Yang mana kedudukannya
menjadi sebuah solusi dari kekosongan hukum dalam hal penyelenggaraan

peradilan.®®

37 pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).

38 pasal 7 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

3% Nur sholikhin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA),
https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal online/Nur%20Solikhin.pdf, diakses pada hari Rabu, 30
Oktober 2019, pukul 10.18 wib
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2.2.3 Kekuatan Mengikat Peraturan Mahkamah Agung Dalam Sistem
Perundang-Undangan di Indonesia

Seperti yang sudah diketahui bahwa Peraturan Mahkamah Agung dibentuk
untuk mengisi kekosongan hukum yang mengikat secara umum dan memiliki
keuatan hukum tetap yang meskipun tidak termasuk dalam hierarki Peraturan
Perundang-Undangan. Kekuatan mengikat dari peraturan Mahkamah Agung sudah
diakui dan telah dijelaskan melalui Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya
dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan
Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dari beberapa perubahan-perubahan hierarki Peraturan Perundang-
Undangan, pengakuan mengenai Peraturan Mahkamah Agung yang merupakan
termasuk dalam jenis peraturan perundang-undangan dimulai pasca perubahan
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, meski demikian dalam kedudukannya yang
bukan termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tidak serta merta
mempengaruhi kekuatan hukum dan daya ikat dari Peraturan Mahkamah Agung itu
sendiri.*

Kedudukan perma sendiri mulai terlihat pada hierarki peraturan perundang-
undangan pada perubahan yang dialami Undang-Undang tenanting pembentukan
peraturan perundang-undangan hanya untuk memperjelas keberadaannya dan
mengenai kekuatan hukum mengikatnya yang tanpa memberikan kepastian hukum
terhadap kedudukannya. Kedudukan dan kewenangan mengikat Peraturan
Mahkamah Agung secara eksplisit sebagai peraturan yang berisi ketentuan bersifat
hukum acara  termuat dalam Keputusan Mahkamah Agung
No.57/KMA/SK/1V/2016.4

Peraturan Mahkamah Agung memiliki prinsip yang mengikat lembaga

peradilan secara internal dan berisi ketentuan hukum acara, namun dalam

40 Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah
Agung (PERMA) Dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Vol. VI, No. 3, Jul-
Ags 2018.

41 Diakses dari https://bawas.mahkamahagung.go.id/bawas_doc/doc/kma sk 57 iv_2016.pdf,
pada hari Jumat, 1 November 2019, pukul 16.28 wib.
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pelaksanaannya Peraturan Mahkamah Agung juga banyak berhubungan dengan
subjek lain diluar organisasinya apabila akan terkait dengan suatu perbuatan hukum
tertentu yang berkaitan dengan lembaga tersebut.*? Subjek lain yang memiliki
ikatan ketika dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung adalah kepolisian dalam
menjalankan Penyelidikan Dan Penyidikan, Kejaksaan dalam melaksanakan
Penyidikan Dan Penuntutan, Pengadilan dalam melaksanakan tugas memeriksa,
memutus, dan mengadili, serta Lembaga Permasyarakatan. Karena begitu banyak
regulasi peraturan yang ada maka diperlukan Peraturan Mahakamah Agung yang
bersifat umum dan mengikat subjek lain tersebut, yang mana subjek-subjek tersebut
termasuk dalam suatu sistem peradilan yang ada di Indonesia.

Hal tersebut terlihat jelas dalam salah satu Pasal dalam Peraturan Mahakmah
Agung yang memuat maksud dan tujuan dari dibentuknya Peraturan Mahkamah
Agung tersebut yaitu untuk “menjadi pedoman bagi penegak hukum dalam
penanganan perkara pidana dengan pelaku Korporasi dan/ atau Pengurus”* dan
juga pada Pasal 36 yang berbunyi “Pada saat Peraturan Mahkamah agung ini mulai
berlaku, ketentuan penanganan perkara pidana oleh Korporasi mengikuti Peraturan
Mahkamah Agung ini.” Hal inilah yang mempertegas bahwa kedudukan Peraturan
Mahkamah Agung sebagai peraturan Perundang-Undangan yang diakui
keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Mengenai
kedudukan Peraturan Mahakamah Agung yang berada diluat hierarki peraturan
perundang-undangan tentunya memiliki pengaruh pada kelancaran dan sistem
peradilan yang berjalan meskipun Peraturan Mahkamah Agung diakui
keberadaanya dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Maka sangat
diperlukan kejelasan mengenai kedudukannya dalam sistem Peraturan Perundang-
Undangan untuk menghindari terjadinya tumpeng tindih anatar peraturan
perundang-undangan yang diakui dalam undang-undang, kejelasan mengenai

kedudukan ini tentunya akan mempengaruhi produk hukum yang dikeluarkan oleh

42 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

43 pasal 2 Peraturan Mahkamah agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.
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suatu lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat peraturan perundang-

undangan tertentu.

2.3 Pengujian Peraturan Perundang-Undangan

2.3.1 Pengertian Pengujian Peraturan Perundang-Undangan
Pengujian peraturan perundang-undangan bias diartikan sebagai suatu proses

untuk menguji peraturan yang tertulis baik yang dibentuk oleh lembaga negara
maupun oleh pejabat yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum mengikat
secara umum. Maka dalam hal ini sebagai suatu proses, pengujian peraturan
perundang-undangan akan berkaitan ‘siapa’ (subjek) dan ‘apa’ (objek) dalam
peroses pengujian peraturan perundang-undangan tersebut. Secra umum menganai
pengujian dibagi menjadi 2 (dua) macam hak untuk menguji (toetsingsrecht atau
review), yaitu:*

a. Hak menguji formil (formele toetsingsrecht), yaitu wewenang untuk melakukan
penilaian apakah suatu produk legislatif seperti halnya undang-undang telah
dibentuk dengan prosedur sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Pengertian dari hak uji formal ini
menunjukkan bahwa produk yang diuji adalah prosedur yang ditempuh dalam
pembentukan suatu unndang-undang.

b. Hak menguji materiil (materiele toetsingsrecht), yaitu wewenang untuk menilai
suatu produk peraturan perundang-undangan apakah substansinya telah sesuai
atau malah justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
lenih tinggi derajatnya. Jika hak menguji material berkaitan dangan isi dari
suatu peraturan perundang-undangan dalam hubungannya dengan peraturan
perundang-ndangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam pengujian peraturan perundang-undangan terdapat 3 (tiga) kategorik besar

dalam pengujiannya, yaitu:*

a. Pengujian oleh badan peradilan (judicial review)

b. Pengujian oleh badan yang bersifat politik (political review)

44 H.R. Sri Soemantri M, Hak Uji Material di Indonesia, (Bandung: Alumni), 1997, him 11
4 Ibid, him 15.
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c. Pengujian oleh pejabat atau badan administrasi negara (administrative review)

Judicial review merupakan satu bagian dari prinsip kontrol atas suatu produk
peraturan perundang-undangan agar tidak bertentangan dengan norma hukum.
Dengan kata lain, merupakan suatu proses untuk menguji tingkat
konstitusionalisme suatu produk hukum oleh badan legislatif ataupun badan
eksekutif. Rumusan ini mengindikasikan kepada tiga elemen pokok mengenai
judicial review. Yang pertama, badan pelaksana dari judicial review ini merupakan
badan/lembaga kekuasaan kehakiman. Kedua, dilaksanakannya judicial review
yang tidak lain karena adanya pertentangan anatara norma hukum yang derajatnya
lebih tinggi maupun yang derajatnya dibawahnya. Dan yang ketiga, objek yang
diuji dalam judicial review merupakan lingkup tindakan atau produk hukum dari
suatu badan legislatif serta ketetapan dari kepala eksekutif.*®

Legislatif review atau yang dipersamakan dengan political review merupakan
hak uji material yang dilaksanakan oleh lembaga legislatif terhadap suatu peraturan
perundang-undangan. Di Indonesia dalam praktiknya legislatif review lebih sering
kita jumpai dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu). Seperti yang sudah
dijelaskan dalam UUD NRI peraturan pemerintah sebagai pengganti suatu undang-
undang yang dalam hal ini dibuat oleh presidan memang harus mendapat
persetujuan dari DPR.*’ Maka dalam mekanisme aturan ini DPR memiliki peran
dari legislatif review.

Executive review atau yang dipersamakan dengan administrative review
merupaka ujia material yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif terhadap suatu
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang tentunya oleh pihak
executive sendiri. Dalam hal ini objek mengenai executive review lebih condong

kepada keputusan yang bersifat abstrak serta mengatur dan mengikat secara umum.

46 Zainal Arifin Hoesein, Judicial Review di Mahkamah Agung, (Jakarta: Rajawali Pers), 2009, him
42
47 pasal 22 Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945
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Mengenai pengujian terhadap undang-undang yang memiliki kewenangan
konstitusional adalam Mahkamah Konstitusi, sebgaimana yang termaktub dalam
Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang isinya:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir

yang putusannya bersifat final untuk menguji undangundang terhadap Undang-

Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran

partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”

Maka berdasarkan pengaturan pada pasal tersebut, diketahui bahwa lembaga
yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas dari suatu produk
undang-undang adalah Mahkamah Konstitusi. Yang mana putusan yang
dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ini bersifat final, yang artinya tidak ada lagi
upaya hukum lainnya atas putusan tersebut.

Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap
undang-undang yang merupakan bentuk dari pengujian yang objeknya adalah
seluruh peraturan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum yang tentunya
berada di bawah undang-undang sendiri. Ada beberapa jenis peraturan perundang-
undangan di bawah undang-undang diantaranya: peraturan pemerintah, peraturan
presiden, peraturan daerah, dan keputusan kepala daerah. Untuk lembaga yang
berwenang dalam malaksanakan pengujian terhadap peraturan perundang-
undangan yang berada di bawah undang-undang adalah Mahkamah Agung. Seperti
yang sudah tertuang dalam Pasal 24A UUD 1945, yang isinya:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan
perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan
mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.”

2.3.2 Perbedaan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di Mahkamah
Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan kehakiman yang merdeka saat ini berdasarkan UUD 1945 sudah
tidak lagi menempatkan Mahkamah Agung sebagai satu-satunya pelaku kekuasaan
kehakiman, berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa
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kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan
peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Namun dari hasil perubahan UUD 1945 juga masih menyisakan persoalan
serius dalam bidang kekuasaan kehakiman, salah satu persoalan yaitu masih
terdapatnya dualisme kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan, yaitu
Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang tentunya sama-sama memiliki
kewenangan dalam judicial review.*® Berdasarkan pada Pasal 24C ayat (1) UUD
1945 salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah
berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat
final dan mengikat untuk menguji Undang-Undang (UU) terhadap UUD 1945.
Sedangkan pengaturan mengenai pengujian di bawah Undang-Undang terhadap
Undang-Undang terdapat pada Pasal 24A ayat (1) mengatur bahwa Mahkamah
Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-
undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai
wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.

Memang pada dasarnya antara dua lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman
tersebut tidak terdapat hubungan dalam hal kewenangan judicial review, hal ini
karena objek yang menjadi kewenangan judicial review antara Mahkamah Agung
dan Mahkamah Konstitusi tidak sama. Namun perlu diketahui lebih lanjut,
bahwasannya seluruh objek dari judicial review yang menjadi ranah dari
kewenangan dua lembaga kekuasaan kehakiman tersebut berada dalam satu hierarki
peraturan perundang-undangan.*®

Untuk Mahkamah Agung sendiri memiliki wewenang dalam pengujian
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.
Sementara itu untuk Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam pengujian
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945. Jika dilihat dari hal ini maka secara tidak langsung dikatakan bahwa

48 Dr. Taufiqurrahman Syahuri, Pengkajian Konstitusi Tentang Problematika Pengujian Peraturan
Perundang-Undangan, (Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementarian Hukum Dan HAM RI),
2014, him 38.

49 Janpatar Simamora, Analisa Yuridis terhadap Model Kewenangan Judicial Review di Indonesia,
(Hasil Penelitian Lembaga Penelitian Universitas HKBP Nommensen, Medan), 2012, hal 392.
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kedudukan dari Mahkamah Konstitusi menjadi lebih tinggi dari Mahkamah Agung.
Sedangkan dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa kedua lembaga kekuasaan
kehakiman tersebut memiliki kedudukan yang sama dalam sistem ketatanegaraan
di Indonesia. Mengenai hal itu dapat dilihat dari objek yang diuji oleh masing-
masing lembaga, untuk Mahakamah Agung memiliki batasan terhadap produk
hukum yang akan diuji maka secara tidak langsung juga membatasi Mahakamah
Agung dalam melakukan kontrol secara normatif dari setiap produk hukum.
Mahkamah Agung hanya berwenang mengadili peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang terhadap undang-undang. Sedangkan kewenangan yang
lebih tinggi adalah pengujian undang-undang terdadapa UUDNRI 1945 yang dalam
hal ini menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.>*

Mengenai mekanisme judicial review satu atap sendiri bukanlah hal baru lagi.
Karena di beberapa negara sudah menerapkan lebih dulu kosep tersebut. Misalnya
di Amerika, Mahkamah agung yang lebih dikenal Supreme Court serta peradilan-
peradilan yang ada di bawahnya memiliki wewenang dalam memutuskan perkara
review dari sebuah produk perundang-undangan. Model tersebut secara tidak
langsung memperlihatkan bahwa mengenai judicial review sendiri dapat
dilaksanakan oleh beberapa peradilan, namun masih tetap dalam naungan
Mahkamah Agung Amerika. Judicial review yang dilaksanakanoleh lembaga
peradilan di bawah Mahakamah Agung masih dapat dilakukan banding kepada
peradilan yang berada di atasnya.>?

Selain di Amerika ada juga Austria yang menerapkan konsep dari judicial
review dalam satu atap ini. Beberapa negara seperti Prancis, Jerman, Bahkan
Malaysia yang juga memiliki konsep penerapan satu atap dalam judicial review.
Negara-negara yang menjalankan konsep judicial review satu atap beranggapan
bahwa konsep tersebut jika dilaksanakan akan lebih efisien dan efektif.>®

50 pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

51 Antoni Putra, Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan, Vol. 15, No. 2, 2018, him
73.

52 Sholahuddin Al-Fatih, Model Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Satu Atap melalui
Mahkamah Konstitusi, Vol. 25, No. 2, Sepetember 2017-Februari 2018, him 256.

53 |bid, him 257.
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BAB IV

PENUTUP

4. 1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan

maka dapat di berikan kesimpulan :

1. Mengenai kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) jika sebagai salah
satu peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-
undangan Indonesia secara umumnya bisa dikatakan berada di bawah
Undang-Undang dan sederajat dengan Peraturan Pemerintah (PP), karena
kedudukan PP di dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang ada
memiliki sebuah kesamaan dengan dibentuknya Perma. Jika PP tergolong
dalam sebuah pearturan kebijakan maka untuk Perma sendiri juga merupakan
sebuah peraturan kebijakan yang diterbitkan oleh sebuah lembaga peradilan.
Hal ini dikaitkan dengam urutan dari peraturan-peraturan yang telah
diterbitkan oleh MA sendiri, bahwasannya Perma termasuk di dalamnya.
Apabila dilihat dari jenis peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung,
Perma merupakan bukan bagian dari peraturan perundang-undangan yang
telah tercantum dalam hierarki, melainkan bagian dari sebuah peraturan
kebijakan yang diterbitkan sendiri oleh MA yang mengikat secara hukum
dengan kedudukan sebagai pengisi sebuah kekosongan hukum serta di
dalamnya juga memuat perihal hukum acara. Maka untuk hal tersebut, Perma
merupakan sebuah peraturan yang berada di bawah undang-undang dan bukan
termasuk dalam hierarki peraturan.

2. Dilihat dari perspektif sistem ketatanegaraan di Indonesia dalam hal negara
Indonesia sebagai negara hukum yang mana kesejahteraan berdasarkan cita
Pancasila, maka lembaga yang berwenang dalam melakukan pengujian Perma
secara materiil adalah suatu lembaga negara tertentu secara khusus yang hanya

menangani masalah pengujian Peraturan Perundang-undangan saja. Mengenai

55
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permohonan Hak Uji Materiil (termauk pengujian yang dilakukan untuk
pengujian materil Perma) yang sesuai dengan alurnya dapat diajukan dengan
dua cara, yaitu yang pertama diajukan langsung kepada MA dan yang kedua
diajukan melalui pengadilan negeri ataupun pengadilan TUN setempat.
Kemudian perihal keputusan dari Hak Uji Materiil pelaksanaanya sesuai pada
Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2004, ayat (1) MA berpendapat bahwasannya
permohonan keberatan itu beralasan, karena peraturan perundang-undangan
tersebut bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-
undangan dari tingkat yang lebih tinggi, maka MA mengabulkan permohonan
tersebut. Dan yang terakhir, terhadap suatu putusan dari hak uji matriil tidak

dapat diajukan Peninjauan Kembali (PK).
4.2 Saran

1. Mengenai Pasal 24A UUD 1945 dan pada Pasal 31A ayat (1) Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung perlu dirubah agar mengenai
keberadaan lembaga penguji peraturan perundang-undangan yang baru dapat
ditetapkan secara sah dan agar memiliki urgensi tersendiri dalam UUD 1945
dan dalam Undang-Undang tentang Mahkamah Agung.

2. Untuk pasal-pasal yang diusulkan untuk diubah bisa menggunakan redaksi
sebagai berikut “Lembaga penguji peraturan perundang-undangan berwenang
untuk melakukan pengujian terhadap semua peraturan perundang-undangan di
bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”. Untuk hal tersebut
sebagai bentuk konsekuensinya atas diubahnya pasal tersebut maka dapat
digunakan sebuah redaksi sebagai berikut “Lembaga penguji peraturan
perundang-undangan berwenang untuk melakukan pengujian secara materiil
terhadap semua peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang
terhadap Undang-Undang sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan”.
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